PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 4 TAHUN 2008
TENTANG
JARI NGAN PENGAMAN S| STEM KEUANGAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a.

bahwa dal am nenghadapi ancanan kri sis keuangan yang ber pot ensi

nmenbahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonom an
nasional atau nenghadapi krisis keuangan, perlu ditetapkan
suatu | andasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan
penanganan kri sis;

bahwa Dberdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a, perlu nenetapkan Peraturan Penerintah Pengganti

Undang- Undang tentang Jaring Pengaman Si st em Keuangan

Mengi ngat

1
2.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
I ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi an
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nonor 13,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesi a Nonor 3467);
Undang- Undang Nonor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nonor 31, Tanbahan
Lenmbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 3472) sebagai mana
tel ah diubah dengan Undang-Undang Nonmor 10 Tahun 1998
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nonor 182,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesi a Nonor 3790);
Undang- Undang Nonor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nonor 37,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesi a Nonor 3477);
Undang- Undang Nonmor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Mdal (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 64, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik I ndonesi a Nonor 3608);

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 1999 tentang Bank I|ndonesia
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 66,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor 3843),
sebagai nrana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang Nonor 2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia (Lenbaran Negara Republik
I ndonesia Tahun 2008 Nonor 142, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesi a Nonmor 4901);

Undang- Undang Nonor 34 Tahun 2002 tentang Surat U ang Negara
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nonor 110,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesi a Nonor 4236);
Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesi a Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Per bendaharaan Negara



(Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2004 Nonor 5,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesi a Nonor 4355);

10. Undang- Undang Nonor 24 Tahun 2004 tentang Lenbaga Penjamn
Si npanan (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor
96, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor 4420),
sebagai mana tel ah di ubah dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- Undang Nonor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nonor 24 Tahun 2004 tentang Lenbaga Penjamn
Si npanan (Lenbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2008 Nonor
143, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesi a Nonor 4902);

11. Undang- Undang Nonor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari ah
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nonor 94,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesi a Nonor 4867);

12. Undang- Undang Nonor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
Syari ah Negara (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2008
Nonmor 70, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
4852) ;

VEMUTUSKAN:
Menet apkan:
PERATURAN PEMER NTAH PENGGANTI  UNDANG UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
TENTANG JARI NG PENGAMAN S| STEM KEUANGAN

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang ini yang
di mksud dengan

1. Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah suatu nekanisne
pengamanan sistem keuangan dari krisis yang nencakup
pencegahan dan penanganan kri sis.

2. Kri sis adal ah suatu kondisi sistem keuangan yang sudah gaga
secara efektif nmenj al ankan  fungsi dan perannya dal am

per ekonom an nasi onal .

3. Lenmbaga Keuangan Bukan Bank, yang sel anjutnya disebut LKBB,
adal ah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana
pensi un, | enbaga  penbi ayaan, | enmbaga  penj am nan, dan
per usahaan ef ek sebagai mana  di maksud dal am peraturan
per undang- undangan.

4. Ber danpak Si stem k adal ah suatu kondisi sulit yang ditinbul kan
ol eh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang
apabila tidak diatasi dapat nenyebabkan kegagal an sejuni ah
bank dan/atau LKBB lain sehingga nenyebabkan hil angnya
kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonom an
nasi onal

5. Fasilitas Penbiayaan Darurat, yang selanjutnya disebut FPD,
adal ah fasilitas penbi ayaan dari Bank |ndonesia yang dijamn
olen Penerintah kepada bank yang nengal am kesulitan
i kuiditas yang Berdanpak Sistem k dan berpotensi Krisis nanmun
masi h menenuhi tingkat solvabilitas.

6. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disebut SBN, adal ah



surat utang negara sebagai mana di maksud dal am Undang- Undang
tentang Surat Wang Negara dan surat berharga syariah negara
sebagai mana di maksud dal am Undang-Undang tentang Sur at
Ber harga Syari ah Negar a.

7. Bank Indonesia adalah Bank Sentr al Republi k I ndonesia
sebagai mana  di naksud dalam Undang-Undang tentang Bank
| ndonesi a.

8. Lenbaga Penjam n Sinpanan, yang selanjutnya disebut LPS
adal ah | enbaga penjamn sinpanan sebagai nana di naksud dal am
Undang- Undang tentang Lenbaga Penj am n Si npanan.

9. Bank Gagal adal ah bank yang nengal am kesulitan keuangan dan
nmenbahayakan kel angsungan usahanya serta dinyatakan tidak
dapat lagi disehatkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan
kewenangan yang di m | i ki nya.

BAB |1
TUJUAN DAN RUANG LI NGKUP

Pasal 2
Jaring Pengaman Sistem Keuangan bertujuan untuk nmenciptakan dan
nmenel i hara stabilitas sistem keuangan nelalui pencegahan dan
penanganan kritis.

Pasal 3

Ruang |ingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan neliputi pencegahan
dan penanganan Kri si s.

Pasal 4
(1) Pencegahan Krisis sebagai mana di maksud dal am Pasal 3 neliputi

ti ndakan nengat asi pernmasal ahan :
a. Bank yang nengal am kesulitan |ikuiditas yang Berdanpak

Sistematik;

b. Bank yang nengal am permasal ahan solvabilitas atau
kegagal an pel unasan FPD yang Berdanpak Sistematik; dan

C. LKBB yang nengalam Kkesulitan |likuiditas dan nmasal ah

sol vabi i tas yang Ber danpak Si stemati k.
(2) Penanganan Krisis sebagai mana di naksud dal am Pasal 3 neliputi
ti ndakan nengat asi pernmasal ahan :

a. Bank yang nengal am kesulitan Ilikuiditas dan/atau
solvabilitas yang secara individu Berdanpak Sistematik
atau bank yang secara individu tidak Berdanpak
Sistematik tetapi secara bersana-sanma dengan bank lain
Ber danpak Sistemati k, pada kondisi Krisis; dan

b. LKBB yang nengal am pernasal ahan solvabilitas yang
Ber danpak Sistemati k.

BAB |11
KOM TE STABI LI TAS SI STEM KEUANGAN

Bagi an Kesatu



Penbent ukan
Pasal 5

Unt uk nencapai tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai mana
di mksud dal am Pasal 2, dibentuk Komte Stabilitas Sistem Keuangan

yang selanjutnya disebut KSSK yang keanggotaannya terdiri dari
Menteri Keuangan sebagai Ketua nerangkap Anggota dan Qubernur Bank
| ndonesi a sebagai Anggot a.

Bagi an Kedua
Fungsi dan Tugas

Pasal 6

KSSK berfungsi nenetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan
penanganan Kri si s.

Pasal 7
Dal am rangka nel aksanakan fungsi penet apan kebij akan pencegahan dan

penanganan Krisis sebagai nana dinaksud dalam Pasal 6, KSSK
menpunyai tugas:

a. nmengeval uasi skala dan dinensi per masal ahan |ikuiditas
dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang ditengarai Berdanpak
Si stem k;

b. nmenet apkan per masal ahan ['i kui ditas dan/ at au masal ah

sol vabi | i tas bank/LKBB Berdanpak Sistem k atau tidak Berdanpak
Sistem k; dan

C. nmenet apkan | angkah-| angkah penanganan mnasal ah bank/LKBB yang
di pandang perlu dal amrangka pencegahan dan penanganan Kri si s.

Pasal 8

(1) Dalam rangka nendukung pelaksanaan tugas KSSK sebagai mana
di mksud dal am Pasal 7, KSSK di bantu ol eh sekretari at.

(2) Anggaran sekretariat dapat berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Bel anja Negara, Bank | ndonesi a, dan/atau LPS.

(3) Struktur organisasi dan tugas sekretariat ditetapkan dengan
keput usan KSSK.

Pasal 9

KSSK nenyanpai kan | aporan nengenai pencegahan dan penanganan Krisis
kepada Presi den.

Bagi an Keti ga
Mekani sme Rapat KSSK

Pasal 10
(1) Rapat KSSK disel enggarakan sekurang-kurangnya 4 (enpat) Kkal

dal am 1 (satu) tahun.
(2) Penganbilan keputusan dal am rapat KSSK dil akukan berdasarkan



(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

nmuf akat .

Dal am hal tidak tercapai nufakat, Ketua KSSK nenetapkan
keput usan.

Ketentuan Ilebih |anjut nmengenai nmekani sme  rapat KSSK
di t et apkan dengan keput usan KSSK.

BAB |V
PENCEGAHAN KRI SI' S

Bagi an Kesatu
Penanganan Kesul i tan Likui ditas Bank
Yang Berdanpak Sistemk

Pasal 11

Dal am hal terdapat bank yang nengal am kesulitan |ikuiditas
yang ditengarai Berdanpak Sistem k ol eh Bank |ndonesia, KSSK
menut uskan kondi si bank tersebut Berdanpak Sistemk atau tidak
Ber danpak Si stem k.

Dal am hal bank di putuskan Berdanpak Sistem k, KSSK nenutuskan
penberi an FPD ol eh Bank | ndonesi a kepada bank, penetapan pagu,
jangka waktu, suku bunga, dan kriteria unmum agunan FPD
ber dasar kan rekonmendasi Guber nur Bank | ndonesi a.

Penberi an FPD sebagai mana di maksud pada ayat (2) hanya dapat
di beri kan kepada bank yang nengajukan pernohonan FPD dan
nmemenuhi kriteria solvabilitas sesuai ket ent uan Bank
| ndonesi a.

Jangka waktu penberian FPD paling lama 90 (senbilan pul uh)
hari kal ender sejak penandatanganan perjanjian penberian FPD
dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali dal amjangka waktu paling
l ama 90 (senbil an pul uh) hari kal ender.

Dal am hal KSSK nenutuskan bank yang nengalam Kkesulitan
likuiditas tidak Berdanpak Sistem k, atau Berdanpak Sistemk
nanmun tidak nengaj ukan pernohonan FPD, Bank | ndonesia
nmenet apkan bank di maksud sebagai Bank Gagal .

Pasal 12

Dengan di beri kannya FPD kepada bank sebagai mana di naksud dal am

Pasal
a.

(1)

11 ayat (2), Bank Indonesia berwenang :

nmenganbil alih hak dan wewenang Rapat Umum Penegang Saham
(RUPS) untuk nengganti sebagian atau seluruh direksi dan
kom saris bank;

nmenenpat kan pi hak yang newaki | i Bank | ndonesi a sebagai direksi

dan/atau kom saris bank; dan

nmenenpat kan bank di maksud dal am st at us pengawasan khusus.

Pasal 13

Penberi an FPD di tuangkan dal am perjanjian antara bank dan Bank

I ndonesi a yang di | engkapi dengan:

a. daftar aset bank dengan nilai taksasi senentara yang
nmenj adi agunan FPD; dan

b. rencana kerja bank dal am nenyel esai kan pernmasal ahan yang



di hadapi
(2) Pengi katan aset bank yang nenjadi agunan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) huruf a, dilakukan Bank Indonesia setelah
dokunmen agunan | engkap.
(3) Ketentuan Ilebih lanjut nengenai tata cara penberian FPD
termasuk kriteria aset bank yang dapat nenjadi agunan FPD
di atur dal am Per at uran Bank | ndonesi a.

Pasal 14

Bank penerima FPD sebagai mana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2)
di | arang nenbagi kan dividen dan nmanfaat finansial |ainnya kepada
penmegang saham sebel um bank nel unasi FPD.

Pasal 15

(1) Menteri Keuangan atas nama Penerintah nenberikan jam nan
secara tertulis atas FPD yang di beri kan ol eh Bank | ndonesi a.

(2) Jam nan penerintah sebagai mana di maksud pada ayat (1) berupa
pengganti an dana FPD yang bel um di | unasi ol eh bank kepada Bank
I ndonesi a dal am hal :

a. bank tidak nelunasi FPD dalam jangka waktu yang
di t et apkan KSSK; atau
b. bank di nyatakan sebagai Bank Gagal sebel um berakhirnya

j angka wakt u FPD
Pasal 16
Apabila bank tidak dapat nelunasi FPD dalam jangka waktu yang
di t et apkan KSSK, Bank |ndonesia dinyatakan bank di maksud sebaga
Bank Gagal dan nmem nta KSSK untuk menutuskan kebijakan penanganan
Bank Gagal di maksud.
Pasal 17

(1) Dalam hal bank penerima FPD dinyatakan sebagai Bank Gagal,
ber dasar kan keput usan KSSK

a. Pemerintah nengganti dana FPD yang belum dilunasi ol eh
bank peneri ma FPD kepada Bank | ndonesi a;
b. Bank | ndonesia nenyerahkan piutang FPD dan agunannya

kepada Menteri Keuangan nelalui Perjanjian Pengalihan
Hak Atas Piutang beserta seluruh dokunmen yang telah
di cek kel engkapannya ol eh Bank | ndonesi a; dan
C. LPS nel akukan penyel esai an at au penanganan Bank Gagal
(2) Dalam hal kondi si keuangan LPS tidak nencukupi unt uk
penanganan Bank Gagal sebagai mana di mnaksud pada ayat (1) huruf
c, Penerintah dapat nenberikan pinjaman kepada LPS.

Bagi an Kedua
Penanganan Masal ah Sol vabi | itas Bank
Yang Berdanpak Sistemk

Pasal 18



(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Dal am hal bank dinyatakan sebagai Bank Gagal yang ditengar ai
Ber danpak Sistem k ol eh Bank |ndonesia, KSSK nenutuskan Bank
Gagal tersebut Berdanpak Sistemk atau tidak Berdanpak
Si stem k.

Penyel esai an atau penanganan Bank Gagal sebagai mana di maksud
pada ayat (1) dilakukan ol eh LPS.

Dal am hal kondi si keuangan LPS tidak nencukupi unt uk
penanganan Bank Gagal sebagai mana dinmaksud pada ayat (2),
Peneri ntah dapat nenberi kan pi njanan kepada LPS.

Bagi an Keti ga
Penanganan Kesulitan Li kui ditas dan/ at au
Masal ah Sol vabilitas LKBB

Pasal 19

Dal am hal terdapat LKBB yang nengal am kesulitan |ikuiditas
dan/atau nmasalah solvabilitas yang ditengarai Ber danpak
Sistem k oleh Departenen Keuangan, KSSK nmenutuskan kondi si
LKBB tersebut Berdanpak Sistemk atau tidak Berdanpak
Si stem k.

Dal am hal LKBB sebagai mana di maksud pada ayat (1) diputuskan
Ber danpak Sistem k, KSSK nenut uskan kebijakan penanganan LKBB
di maksud.

Ketentuan |ebih Ilanjut nengenai kebijakan dan tata cara
penanganan kesulitan |ikuiditas dan/atau nmasal ah sol vabilitas
LKBB yang Berdanpak Sistemk diatur dengan Peraturan
Pener i nt ah.

BAB V
PENANGANAN KRI SI' S

Pasal 20

Dal am hal terjadi keadaan yang dinilai nenbahayakan stabilitas
si stem keuangan dan perekonom an nasi onal, KSSK nenet apkan :

a. | angkah-1 angkah penanganan Krisis termasuk perkiraan
kebut uhan bi aya penanganan Kri sis;
b. penberian FPD kepada bank yang nengalam kesulitan

i kuiditas ol eh Bank Indonesia yang penbiayaannya dari
Pener i nt ah;

C. penberi an bantuan |ikuiditas kepada LKBB yang nengal am
kesulitan |ikuiditas ol en Penerintah; dan
d. penanbahan nodal berupa penyertaan nodal senentara

kepada bank/LKBB yang nengalam rnasalah solvabilitas

yang pel aksanaannya di | akukan ol eh LPS/ Peneri nt ah.
Pendanaan untuk pel aksanaan penanganan Krisis sebagai mana
di maksud pada ayat (1) huruf d nenjadi beban Peneri ntah

Pasal 21
Penmberi an FPD kepada bank Berdanpak Sistem k dalam kondi s

Krisis dituangkan dalam perjanjian antara bank dan Bank
I ndonesi a yang bertindak untuk dan atas nama Penerintah, yang



di | engkapi dengan :

a. daftar aset bank dengan nilai taksasi senentara yang
nmenj adi agunan FPD, dan

b. rencana kerja bank dal am nenyel esai kan permasal ahan yang
di hadapi

(2) Rencana kerja sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf b harus
di sanpai kan paling |anbat 14 (enpat belas) hari kerja setel ah
penberi an FPD

(3) Pengi katan aset bank yang nenjadi agunan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) huruf a, dilakukan ol eh Bank | ndonesia setel ah
dokumen agunan | engkap.

Pasal 22

Bank penerinma FPD sebagai mana di maksud dalam pasal 20 ayat (1)
huruf b, dilarang nenbagi kan devi den dan nmanfaat finansial | ainnya
kepada penegang saham sebel um bank nel unasi FPD.

Pasal 23

Apabila bank tidak dapat nelunasi FPD sebagai mana di maksud dal am
Pasal 20 ayat (1) huruf b dal am jangka waktu yang ditetapkan KSSK
Bank Indonesia nenyatakan bank dimaksud sebagai Bank Gagal dan
mem nta KSSK untuk nenutuskan kebijakan penanganan Bank GGagal
di maksud.

Pasal 24

(1) Dalam hal nenurut penilaian KSSK kondisi Krisis dapat
nmenbahayakan perekonom an nasional, apabila diperlukan, KSSK
ber dasarkan rekonendasi Qubernur Bank |ndonesia nengusul kan
kepada Presiden nenbentuk badan khusus sebagai mana di naksud
dal am Pasal 37 A Undang- Undang tentang Per bankan.

(2) Pel aksanaan penanbahan nodal berupa penyertaan nodal senentara
kepada bank/LKBB yang mengal am masal ah  solvabilitas
sebagai mana di maksud dal am Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat
di | akukan ol eh badan khusus berdasar kan penunjukan KSSK. Pasal
25 LPS dan/atau badan khusus untuk dan atas nama Penerintah
menj ual saham dari penyertaan nodal senentara sebagai nmana
di mksud dal am Pasal 20 ayat (1) huruf d sesuai dengan jangka
waktu yang ditet apkan KSSK.

BAB VI
I NSENTI F DAN FASI LI TAS
UNTUK PENANGANAN SEKTOR PRI VAT

Pasal 26

Penmerintah dan Bank | ndonesia dapat nenberikan insentif dan/atau
fasilitas dal am rangka nenpercepat penyel esai an masal ah |ikuiditas
dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang Berdanpak Sistemk yang
di | akukan oleh sektor privat yang dilaksanakan sesuai dengan
per at ur an per undang- undangan.



BAB VI
SUMBER PENDANAAN

Pasal 27
(1) Sunber pendanaan Penerintah untuk pencegahan dan penanganan

Krisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
nmel al ui penerbitan SBN atau tunai .

(2) Menteri Keuangan nenetapkan ketentuan dan persyaratan
penerbi tan SBN sebagai nana di maksud pada ayat (1) berdasarkan
hasil rapat antara Menteri Keuangan dan Qubernur Bank

I ndonesi a dengan nenpertinbangkan sustainabilitas Anggaran
Pendapat an dan Bel anja Negara, tingkat kesehatan neraca Bank
I ndonesi a, dan efektivitas kebijakan noneter.

(3) Penerintah dapat nel akukan penerbi tan SBN sebagai nana di maksud
pada ayat (1) nelebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan yang
sel anj utnya diusul kan dal am Anggaran Pendapatan dan Bel anja
Negara Perubahan dan/atau di sanpai kan dal am Laporan Keuangan
Peneri ntah Pusat.

(4) Penerbitan SBN sebagai nana di maksud pada ayat (1) dikecualikan
dari ketentuan tujuan penerbitan SBN sebagai mana diatur dal am
Undang- Undang tentang Surat Utang Negara dan tujuan penerbitan
surat berharga syariah negara sebagainmana diatur dal am
Undang- Undang tentang Surat Berharga Syari ah Negara.

(5) Bank Indonesia dapat mnenbeli SBN sebagai nana di maksud pada
ayat (1) di pasar prinmer dalam rangka pencegahan dan
penanganan Kri sis.

(6) Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara untuk
pencegahan dan penanganan Krisis sebagai mrana dinmaksud pada
ayat (1) harus terlebih dahul u nendapat persetujuan dari Dewan
Per waki | an Rakyat .

(7) Menteri Keuangan nel aporkan penerbitan SBN sebagai nana
di mksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling
| anbat 30 hari kal ender sejak penerbitan SBN

BAB VI |
KETENTUAN LAl N- LAl N

Pasal 28

Dal am rangka pengadaan barang dan jasa, pengerahan sunberdaya
manusi a, serta pengel ol aan pert anggungj awaban uang dan/ atau bar ang
pada pencegahan dan penanganan Krisis, Departenmen Keuangan serta
| enmbaga yang ditunjuk atau badan khusus yang dibentuk menetapkan
ket entuan dan tata cara tersendiri

Pasal 29

Menteri Keuangan, Q@ubernur Bank |ndonesia, dan/atau pihak yang
nmel aksanakan t ugas sesuai Per at ur an Peneri nt ah Penggant i
Undang- Undang ini dapat dihukum karena telah nenganbil keputusan
atau kebijakan yang sejal an dengan tugas wewenangnya sebagai mana
di maksud dal am Per at uran Penerintah Pengganti Undang- Undang ini.



BAB | X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini mula
ber | aku, semua peraturan perundang-undangan yang nengatur nengena
atau terkait dengan FPD di nyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertent angan dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang
ini.

Pasal 31

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- Undang ini mul ai berl aku pada
t anggal di undangkan.

Agar setiap orang nenget ahui nya, nmener i nt ahkan  pengundangan
Per at ur an Pener i nt ah Penggant i Undang- Undang ini dengan
penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2008
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2008
MENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A
ttd.

ANDI NMATTALATTA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 4 TAHUN 2008
TENTANG
JARI NG PENGAVAN S| STEM KEUANGAN

UMUM

Dal am rangka nenghadapi ancaman Krisis keuangan gl obal yang
dapat nenbahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonom an
nasional, perlu dibuat suatu | andasan hukum yang kuat sehi ngga
nmekani sme  koor di nasi antar lenbaga vyang terkait dalam
penbi naan sistem keuangan nasi onal , serta nmekani sme
penganbi | an keputusan dal amtindakan pencegahan dan penanganan
krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif.
Landasan hukum di maksud ditetapkan dalam bentuk Peraturan
Permerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman
Si st em Keuangan. Adapun tujuan Jaring Pengaman S st em Keuangan
unt uk nenci pt akan dan neneli hara stabilitas sistem keuangan.
Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur
nmengenai ruang |ingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang
nmel i puti pencegahan dan penanganan Krisis. Pencegahan krisis
di | akukan  nel al ui penanganan kesulitan likuiditas dan
penanganan masal ah sol vabilitas dari bank dan Lenbaga Keuangan
Bukan Bank (LKBB) yang berdanpak sistemk, yaitu antara lain
dengan nenberi kan Fasilitas Penbi ayaan Darurat (FPD) bagi bank
atau bantuan Ilikuiditas bagi LKBB yang nengal am Kesulitan
[ikuiditas. Selain itu pencegahan krisis dapat pul a dilakukan
dengan nenanbah nodal berupa penyertaan nodal senentara
ter hadap bank dan LKBB yang nengal am nasal ah sol vabilitas.
Penanganan krisis pada dasarnya dilakukan dengan cara yang
sama seperti pencegahan Krisis, namun penanganan Krisis
di | akukan pada saat kondisi sistem keuangan dalam keadaan
Krisis vyang nenbahayakan stabilitas sistem keuangan dan
per ekonom an nasi onal .

Dal am rangka pel aksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan,
ber dasarkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang i ni
di bentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) vyang
ber anggot akan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank |ndonesi a.
KSSK berfungsi nenetapkan kebijakan dal am rangka pencegahan
dan penanganan Krisis di sistem Keuangan, Sunber pendanaan
unt uk pencegahan dan penanganan krisis berasal dari Anggaran
Pendapat an dan Bel anja Negara (APBN) yang di beri kan Penerint ah
nmel al ui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau secara
tunai. Untuk nenberikan fleksibilitas agar Krisis dapat
di cegah atau ditangani segera, penerbitan SBN dikecualikan
dari ketentuan persetujuan penerbitan SBN sebagai mana di at ur
dal am Undang- Undang tentang Sur at Ut ang Negara dan
Undang- Undang tentang Surat Berharga Syari ah Negara. Bertindak
sebagai penbeli SBN di pasar prinmer adalah Bank |ndonesi a.
Dal am rangka akuntabilitas, Menteri Keuangan el apor kan
penerbitan SBN tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Penggunaan dana APBN untuk pencegahan dan penanganan krisis



har us nendapat persetujuan dari Dewan Perwakil an Rakyat .

PASAL DEM PASAL

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

1
Cukup j el as.

2

Jaring Penganan Sistem Keuangan secara unmum dituj ukan
untuk menci ptakan dan nenelihara stabilitas sistem
keuangan el al ui pengaturan dan pengawasan | enbaga
keuangan dan sistem penbayaran, penyediaan fasilitas
| ender of last resort, program penjamnan Sinpanan,
serta pencegahan dan penanganan Krisis. Nanun dem ki an,
nmengi ngat pengaturan lender of last resort, serta
program  penj am nan si mpanan t el ah di atur dal am
Undang- Undang tersendiri maka Undang-Undang ini hanya
nmengat ur nmasal ah pencegahan dan penanganan Kri sis.

3

Pencegahan dan penanganan Krisis neliputi penanganan
kesulitan |ikuiditas dan masal ah sol vabilitas bank dan
LKBB yang Berdanpak S stemk

4
Cukup j el as.

5

Keanggotaan Menteri Keuangan dalam KSSK adalah dal am
rangka nenjal ankan fungsi nya sebagai otoritas fiskal dan
nmenjaga stabilitas ekonom . Sedangkan keanggot aan
Qubernur Bank |ndonesia dal am KSSK adal ah dal am rangka
nmenj al ankan fungsinya nenjaga stabilitas noneter dan
si st em keuangan

6
Cukup j el as.

7
Yang di maksud dengan | angkah-Iangkah dalam rangka
pencegahan krisis antara lain nelonggarkan peraturan
si stem keuangan seperti penurunan giro wajib mni num dan
ket ent uan pel aksanaan buyback ol eh perusahaan go publi c.
Yang di maksud dengan | angkah-Iangkah dalam rangka
penanganan krisis antara |ain nelakukan konunikas

nmengenai | angkah yang telah dan akan dianbil ol eh
Penmerintah dan Bank 1 ndonesi a, koor di nasi dengan
pi hak- pi hak terkait unt uk menul i hkan keper cayaan

masyar akat, dan perunusan regul asi yang diperlukan unt uk
penanganan Kri si s.

8
Ayat (1)
Cukup j el as.



Ayat ( 2)

Cukup j el as.

Ayat (3)

Pasal 9

Dal am  keput usan KSSK  diat ur j uga nengenai
keanggot aan sekretari at yang ber asal dari
Departenen Keuangan, Bank Indonesia, LPS, dan
kal angan prof esi onal sesuai kebut uhan.

Laporan oleh KSSK antara lain neliputi kondi si
stabilitas sistem keuangan dan tindakan yang dil akukan
dal am r angka pencegahan dan penanganan Kri sis.

Pasal 10

Ayat (1)
Rapat KSSK disel enggarakan secara rutin untuk
mel akukan penbahasan per kembangan kondi si
stabilitas sistem keuangan. Dal am kondi si tertentu,
rapat dapat disel enggarakan sewaktu-waktu atas
permntaan dari Menteri Keuangan atau Qubernur Bank
I ndonesi a.

Ayat ( 2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Pasal 11

Ayat (1)
Dal am rapat KSSK wuntuk nemutuskan kondisi bank
Ber dampak Sistemk atau tidak Berdanpak Sistem Kk,
Bank I ndonesia nenyanpai kan i nfornasi nengenai
per masal ahan |ikuiditas bank dan tindakan yang
telah dil akukan untuk nengat asi per masal ahan
kesulitan likuiditas tersebut ol eh bank sebagai mana
dimnta ol eh Bank | ndonesi a sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang
Bank Indonesia dan Undang- Undang tentang Perbankan
dan Undang- Undang tentang Per bankan Syari ah.

Ayat (2)
Pagu FPD tidak harus didasarkan pada nilai taksasi
agunan vyang diajukan oleh bank, nengingat FPD
di beri kan untuk nengatasi danpak sistem k sehingga
tidak dapat diperlakukan sebagai normal | ending.
Suku bunga FPD ditetapkan sebesar Bl Rate ditanbah
dengan nmargin tertentu yang ditetapkan ol eh KSSK

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Ayat (5)

Cukup j el as.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

12

Huruf a
Penganbi l ali han hak dan wewenang Rapat Urum
Pemegang Saham (RUPS) tidak di naksudkan untuk
nmenganbil alih kepemlikan bank namun hanya untuk
RUPS pengganti an direksi dan kom saris saj a.

Huruf b
Bank | ndonesia dapat menunjuk pihak lain seperti
profesional yang nemliki konpetensi pengel ol aan
bank peneri ma FPD di maksud.

Huruf c
Cukup j el as.
13
Ayat (1)
Perjanjian penberian FPD adalah perjanjian utang
piutang antara bank dengan Bank Indonesia yang
nmengat ur syar at dan ketentuan penberian dan
pel unasan FPD.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
14
Cukup j el as.
15
Ayat (1)
N | ai j am nan Penerintah terhadap FPD yang
di beri kan ol enh Bank |ndonesi a sebesar adal ah pokok
dan bunga FPD.
Ayat (2)
Cukup j el as.
16
Cukup j el as.
17
Cukup j el as.
18
Cukup j el as.
19
Cukup j el as.
20
Cukup j el as.
21
Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Penyanpai an rencana kerja dapat dilakukan setel ah
penberi an FPD agar penanganan masal ah bank segera
teratasi.

Ayat (3)
Pengi kat an agunan dapat dil akukan terhadap sebagi an
aset yang sudah |engkap dokunennya tanpa harus
menunggu kel engkapan dokunen sel uruh agunan.

22
Cukup j el as.

23
Cukup j el as.

24
Cukup j el as.

25
Cukup j el as.

26

Yang dimaksud dengan penyel esaian oleh sektor privat
(private sector solution) adal ah penanganan penyel esai an
yang dil akukan ol eh pihak-pihak yang terkait atau tidak
ter kait dengan usaha kegiatan bank/LKBB di naksud
termasuk antara lain badan usaha mlik negara, badan
usaha mlik daerah, dan badan usaha swasta. Insentif
yang di maksud pada ayat ini antara lain insentif fiska
dan fasilitas rel aksasi peraturan perundangan.

27
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Ayat (5)
Penbelian SBN di pasar priner oleh Bank I|ndonesia
adal ah di t uj ukan unt uk menbi ayai kebi j akan
pencegahan dan penanganan Krisis mnelal ui:
a. Penberi an FPD,
b. Penberi an pinjaman Penerintah kepada LPS;
dan/ at au
C. Penberian pinjaman atau penyertaan nodal
senment ara Peneri ntah kepada LKBB.
Ayat (6)
Cukup j el as.
Ayat (7)
Cukup j el as.

28



Cukup j el as.

Pasal 29
Cukup j el as.

Pasal 30
Cukup j el as.

Pasal 31
Cukup j el as.
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